
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 

'' 
TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa

Mengingat

BUPATI TAPIN,

untuk melaksanakan ketentuan

sebagaimarra dimaksud dalam Pasa1 10 Peratrrran

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2Ol9

tentang Pertangungf awaban Pelaksanaan Angaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin

tentang Penjabaran Pertanggungiawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tatrun Anggaran 2018;

l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tasrbahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

a286l.;



3.

-2-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (l*mbann Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aaoQ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a42ll;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daeralt (I*mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa3$;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Pent akiTan Rakyat, Dewan Pent akiTan Daetah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun

2OL4 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

4.

5.

6.

7.

8.
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Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, teralchir dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ot8 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

L7 Tahun 2OI4 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daeralr, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 29,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 61871;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahr.r.n 2Ol4 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2OLS tentang

Perubahan Kedia Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ot4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2lO,

Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor aO28);

10.

11.
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan l"ayanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan La.yanan Umum (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7I,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 53aO);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 737,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a5751;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOs

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOS Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 45761, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun

2OLO Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

13.

14.

-JE lifw
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5

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a6lal;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOT

tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

Ralryat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a6%);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a738);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2OO8

tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Norflor 48121, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

49 Tahun 2OLl tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008

tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 124,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5261);

16.

t7.

18.

tpii
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OLO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2072 Nomor 5,

Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tah:un 2Ol4

tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ss33);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OI7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 60a1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2077

tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Ralryat Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot7 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6057);

2L.

20.

22.

23.

t'j
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Ol7

tentang Badan Usaha Milik DaeraLr (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor

305, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 61731;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OI8

tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor

2, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 61781;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL9 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OlL Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2OLl tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber

Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll
Nomor 45O), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

11
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Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 15);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2Ol2 tentarlg Pedoman Pengelolaan

Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahu 2Ol2 Nomor 75\;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2OL3 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada

Pemerintah Daera-h (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor Ia2Q;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 5a7l;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33

Tahun 2OI7 tentang Pedoman Pen5rusunan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2OI8 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2077 Nomor 825l.,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2Ol7

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Ol7 tentang

Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 1952);

n,!
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79

Tahun 20f8 tentang Badan Layanan Umum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor I2L3l;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Keda Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (kmbaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahunn 2008 Nomor 05), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2015 Nomor 09);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01

Tahun 2Ol2 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Ke4a Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 201-2 Nomor

0r);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor O9);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 23

Tahun 2Ol7 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2Ol7 Nomor 23);

,4
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38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07

Tahun 20 18 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2Ol8 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2018 Nomor 07);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06

Tahun 2Ol9 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2OI8 (Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor

06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan

Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut asas otonomi dan f.rgas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urus€u1

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

w
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4. Dewan Perwakilan Ralgzat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewal Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Tapin, yang mempakan Lembaga Perwakilan Ralryat Daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Tapin.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelen ggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.

7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang

dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala

Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan

Daerah.

9. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan

ikhtisar sumber, a-lokasi dan pemakaian sumber daya keuangan
yang dikelola oleh Pemerintah pusat/Daerah yang

menggambarkan perbandingErn antara anggaran dan realisasinya
dalam satu periode pelaporan.

10. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan daerah.

ll.Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daeratr.

12. Surplus Anggaran Daerah adatah selisih lebih antara Pendapatan

Daerah dan Belanja Daerah.

$i
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13. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara

Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran

€rnggaran selama satu periode anggaran.

16. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan

suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas

pada tanggal tertentrr.

17. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau

dimitiki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu

dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan

diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun

masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk

sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan

jasa bagr masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alas an sejarah dan budaya.

18. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya

ekonomi pemerintah.

19. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

20. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas

sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan

transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,

pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Pusat/Daerah

selama periode tertentu.

2l.Catatan Atas Laporan Keuangan adalah pedalanan naratif atau

rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran,

neraca, dan laporan a:trs kas.

u

t+



-13-

BAB II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2OI8

Pasal 2

(1) Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 89 .879.701.537 ,77

b. Dana Perimbangan Rp. 897.207.842.566,00

c. Lain-lain Pendapatan Rp. 180.503.195.950,19

Yang Sah

Jumlah Pendapatan

(2) Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung:

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Hibah

3) Belanja Bantuan Sosial

4l Belanja Bagr Hasil

5) Belanja Bantuan

Keuangan

6) Belanja Tidak Terduga

Rp. 1. 167.530 .74O.053,96

Rp. 574,984.653.591,00

b. Belanja Langsung:

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Rp. 512.229.671.558,00

Rp. 396.269.324.143,OO

Rp. 26.855.573.760,OO

Rp. 3.391 .924.OOO,OO

Rp. 1.518.O33.583,00

Rp. 146.789.517.23O,OO

Rp. f 60.280.875,00

Rp.

Rp.

Rp.

17.715.923.836,00

281.920.35 I .523,0O

212.593.396. 199,00

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)

r.o87 .214.325.149,00

80.316.4 74.904,96

Rp.

Rp.

t.
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(3) Pembiayaan:

Penerimaan

Pengeluaran

Rp. 13.806.816.901,65

Rp. 1.014.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. L2.792.816.901,65

Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 93.109.231.806,61

Anggaran Tahun Berkenaan

BAB III

RINGKASAN PENJABARAN DAN LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan

Realisasi Anggaran.

Pasal 5

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

ilr
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Perattrran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

2aD

pada 2019

KABUPATEN TAPIN,

BERITA DAEMH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OI9 NOMOR 11

S

Diundang di Rantau

'fl-r
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